Nomor

Lampiran :

Perihal

KABUPATEN BATANG

Batang, 16 April 2025
S/0§09 1900.1.12/1V/2025

Konfirmasi Atas Hasil Evaluasi Pemenuhan
Belanja Wajib Dalam APBD Tahun 2025

Kepada Yth.
Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan

Kementerian Keuangan Republik Indonesia
d- JAKARTA

Dengan hormat, berdasarkan surat dari Kementerian Keuangan
Republik Indonesia Nomor S-23/PK/PK.6/2025 tanggal 24 Maret 2025
tentang Konfirmasi atas Hasil Evaluasi Pemenuhan Belanja Wajib
dalam APBD TA 2025 bersama ini kami sampaikan bahwa Kabupaten
Batang telah melakukan Pemenuhan Belanja Wajib yang bersumber
dari Penerimaan Pajak Daerah yang telah ditentukan penggunaannya
khususnya Pajak Air Tanah, Opsen Pajak Kendaraan Bermotor, dan
Pajak Barang dan Jasa Tertentu — Tenaga Listrik (sebagaimana data
terlampir)

Akan tetapi didalam sistem SIPD Penganggaran belum merubah
sumber dana menyesuaikan jenis Penerimaan Pajak Daerah tersebut
pada subkegiatan yang mengampunya sehingga dalam hal ini akan
dilakukan penyesuaian melalui Perubahan atas Penjabaran APBD
Tahun Anggaran 2025.

Demikian untuk menjadikan perhatian dan atas kehadirannya
disampaikan terima kasih. ey

TEMBUSAN :
1. Bupati Batang;

Jalan Raden Ajeng Kartini Nomor 1 Batang 51215 Jawa Tengah

Telepon (0285) 391571, Faksimilie (0285) 391051, Laman www.batangkab.go.id
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REKAPITULASI BELANJA PEMERINTAH DAERAH UNTUK PENGGUNAAN HASIL PENERIMAAN
BAGI HASIL PAJAK ROKOK
PEMERINTAH KABUPATEN BATANG TAHUN ANGGARAN 2025

ALOKASI

SIPD-RI: dicetak pada 24 September 2026 14:12 | Penetapan Perubahan Kedua Atas Penjabaran Perubahan APBD Tahun 2025 | Terkunci

PERSENTASE
PERANGKAT DAERAH ANGGARAN ALOKASI
PENGGUNAAN
No TOTAL PAGU HASIL ANGGARAN
SUB KEGIATAN SUMBER DANA SUB KEGIATAN PENGGUNAAN HASIL
PENERIMAAN
(Rp.) PENERIMAAN BAGI
BAGI HASIL
KODEFIKASI NOMENKLATUR PAJAK ROKOK HASIL PAJAK
ROKOK (%)
(Rp.)
1 | 1.02.0.00.0.00.01.0000 | DINAS 79.451.410.573,00 | 20.000.000.000,00 25 %
T KESEHATAN : : ’ ! ’ ’ ’ ! ?
1.02.02.2.01.0002 Pembangunan Puskesmas 0,00 0,00 0%
1.2.01.08 Dana Alokasi
Umum (DAU) 0,00 0,00 0%
1.02.02.2.01.0006 Pengembangan Puskesmas 1.740.000.000,00 0,00 0%
2.2.01.09.01.0013 DAK
Fisik-Bidang
Kesehatan dan 1.740.000.000,00 0,00 0%
KB-Reguler-Pelayanan
Kesehatan Dasar
1.02.02.2.01.0009 Rehabilitasi dan Pemeliharaan 200.000.000,00 0,00 0%
Puskesmas
1.2.01.08 Dana Alokasi
Umum (DAU) 200.000.000,00 0,00 0%
2.2.01.09.01.0013 DAK
Fisik-Bidang
Kesehatan dan 0,00 0,00 0%
KB-Reguler-Pelayanan
Kesehatan Dasar
1.02.02.2.01.0014 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat o
Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan 200.000.000,00 0.00 0%
1.2.01.08 Dana Alokasi
Umum (DAU) 200.000.000,00 0,00 0%
Halaman 1




ALOKASI
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PERSENTASE
PERANGKAT DAERAH ANGGARAN
PENGGUNAAN ALOKASI
No TOTAL PAGU HASIL ANGGARAN
SUB KEGIATAN SUMBER DANA SUB KEGIATAN PENGGUNAAN HASIL
PENERIMAAN
(Rp.) PENERIMAAN BAGI
BAGI HASIL
KODEFIKASI NOMENKLATUR PAJAK ROKOK HASIL PAJAK
ROKOK (%)
(Rp.)
1.02.02.2.02.0022 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa o
dan NAPZA 13.975.000,00 0,00 0%
1.2.01.08 Dana Alokasi
Umum (DAU) 13.975.000,00 0,00 0%
2.2.01.09.02.0033 DAK
Non Fisik-Dana o
BOK-BOK Dinas-BOK 0.00 0,00 0%
Kabupaten/Kota
1.02.0_2.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular 310.023.000,00 0,00 0%
dan Tidak Menular
1.2.01.08 Dana Alokasi o
Umum (DAU) 310.023.000,00 0,00 0%
2.2.01.09.02.0033 DAK
Non Fisik-Dana
BOK-BOK Dinas-BOK 0,00 0,00 0%
Kabupaten/Kota
1.02.02.2.02.0026 Pengelolaan Jaminan Kesehatan 60.195.072.400,00 20.000.000.000,00 3306
Masyarakat
2.2.01.07.01.0004 DBH
Cukai Hasil Tembakau 4.648.421.349,00 0,00 0%
(CHT)
2.2.01.08.02.0005 DAU
yang Ditentukan 35.546.651.051,00 0,00 0%
Penggunaannya
Bidang Kesehatan
2.2.02.01.01.0005
Pendapatan Bagi Hasil | 20.000.000.000,00 20.000.000.000,00 100 %
Pajak Rokok
1.02.02.2.02.0028 Pengambilan dan Pengiriman Spesimen
Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium 38.500.000,00 0,00 0%
Rujukan/Nasional
Halaman 9




FOIE PERSENTASE
PERANGKAT DAERAH ANGGARAN ALOKASI
No TOTAL PAGU PENEE;JITAAN ANGGARAN
SUB KEGIATAN SUMBER DANA SUB KEGIATAN PENGGUNAAN HASIL
PENERIMAAN
(Rp.) BAGI HASIL PENERIMAAN BAGI
KODEFIKASI NOMENKLATUR PAJAK ROKOK HASIL PAJAK
(Rp.) ROKOK (%)
1.02.03.2.03.0001 Pengembangan Mutu dan Peningkatan
Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan 2.500.000,00 0,00 0%
Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
1.2.01.08 Dana Alokasi o
Umum (DAU) 2.500.000,00 0,00 0%
SATUAN POLISI 0
25 | 1.05.0.00.0.00.01.0000 PAMONG PRAJA 250.833.450,00 0,00 0%
1.05.02.2.02.0011 Penanganan Atas Pelanggaran o
Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah 250.833.450,00 0.00 0%
1.2.01.08 Dana Alokasi o
Umum (DAU) 250.833.450,00 0,00 0%
DINAS
PEMBERDAYAAN
26 | 2.13.0.00.0.00.01.0000 MASYARAKAT 3.434.669.150,00 0,00 0%
DAN DESA
2.13.04.2.01.0004 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa 3.434.669.150,00 0,00 0%
1.2.01.08 Dana Alokasi o
Umum (DAU) 3.434.669.150,00 0,00 0%

TOTAL PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK (Rp.)

45.945.517.200,00

DASAR PERHITUNGAN ALOKASI MINIMAL 50% PAJAK ROKOK

22.972.758.600,00

ALOKASI PAJAK ROKOK MINIMAL 37,5% UNTUK PEMBAYARAN BPJS 20'000'0?250502’;3
ALOKASI PAJAK ROKOK 12,5% SELAIN UNTUK PEMBAYARAN BPJS 0,00 (0 %)

TOTAL ALOKASI PENGGUNAAN HASIL PENERIMAAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK (Rp.)

20.000.000.000,00

TOTAL PERSENTASE ALOKASI PENGGUNAAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK (%)

43.53 %
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